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Rizqi Nurul Awaliyah. 2017. E0013363. PERBANDINGAN PENGATURAN 
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN CHINA DALAM UPAYA 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan 
tindak pidana korupsi dan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi 
berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan China. Perbandingan tersebut 
meliputi persamaan, perbedaan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing 
peraturan perundang-undangan.  
Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat 
preskriptif, dengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan 
adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi 
kepustakaan dan  analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan 
pendekatan deduktif 
Perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi dan ancaman sanksi 
pidananya berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan China terdapat beberapa 
persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui 
kelebihan dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan di 
Indonesia dan China. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa 
kelebihan dari Peraturan Perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi di China 
yaitu Criminal Law Of The People’s Republic Of China dapat menjadi masukan 
untuk pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang ancaman sanksi tindak 
pidana korupsi di Indonesia sehingga pengaturan tentang ancaman sanksi tindak 
pidana korupsi di Indonesia menjadi lebih baik.  





Rizqi Nurul Awaliyah. 2017. E0013363. COMPARISON SETTING CRIMINAL 
ACTS OF CORRUPTION IN INDONESIA AND CHINA IN THE EFFORTS 
FOR THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION. Legal 
Writing (Thesis). Faculty of Law, University of Sebelas Maret. 
This study was to o know comparison setting criminal acts of corruption and 
the threat of criminal sanctions in the criminal offence of corruption based on the 
legislation of China and Indonesia. This includes the difference equations, pros and 
cons of each legislation. 
This study is a normative legal research prescriptive, with a comparative 
approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. 
Data collection techniques with literature study and data analysis used is the 
syllogism with deductive approach 
Comparison setting criminal acts of corruption and the threat of sanctions 
based on the statutory pidananya Indonesia and China are some of the similarities and 
differences. Of the equation and the difference can be known to pros and cons of each 
of the laws and regulations in Indonesia and China. So from the comparison can be 
found some of the advantages of the Legislation about the criminal acts of corruption 
in China, namely Criminal Law Of The people's Republic Of China can be input to 
the renewal of legislation about the threat of sanctions a criminal offence of 
corruption in Indonesia so the settings about the threat of sanctions a criminal offence 
of corruption in Indonesia for the better 





In the Name Of Allah, the Most Beneficent and the Most Merciful 
Be like the flower that gives its fragrances even to the hand that crushes it  
(Ali ibn Abi Thalib) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui   (QS. 2: 216) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri 
yang mengubah apa apa yang pada diri mereka  (QS 13:11) 
 
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever (Mahatma 
Gandhi) 
 
Setiap usaha yang keras tidak akan pernah mengkhianati, teruslah bermimpi dan 
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Wati, dengan kasih sayangnya yang  tak terukur dan dukungan  tiada henti 
untuk penulis. Semoga Allah selalu melindungi Bapak dan Ibu. 
 
Adik-adikku sayang Nizar Amarullah, Nurul Aulia Fitri, Zidan Rizqi Bahtiar 
dan M Sholihun Azwar. Tetap jadi malaikat-malaikat kecil mbak, Bapak dan 
Ibu yang selalu membanggakan ya! 
 





Alhamdulillahirobbil’alaamiin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke 
hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menggenggam seluruh perbendaharaan 
bumi dalam kekuasaan-Nya, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-
Nya kepada penulis sehingga penulisan hukum yang berjudul “PERBANDINGAN 
PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN CHINA 
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI” dapat 
penulis selesaikan. 
Penulisan Hukum (Skripsi) ini membahas mengenai perbandingan ancaman 
sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-
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maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia namun rata-rata vonis putusan 
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skripsi ini bisa menjadi salah satu  referensi untuk memperbaiki peraturan perundang-
undangan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia serta mendukung 
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak akan terwujud 
tanpa adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Untuk itu atas terselesaikannya penulisan hukum 
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1. Bapak Prof. Dr.Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
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Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
3. Bapak Rehnalemken Ginting, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang 
telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan yang sangat berharga 
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Sutarjo, Dicky Darmawan Sembodo dan Dwi Asri Sulistiono. Terimakasih 
atas masa-masa emasnya selama masa perkuliahan berjalan; 
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